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P U T U S A N

Nomor 883/Pdt.G/2019/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus

perkara cerai gugat antara:

Penggugat,Malang,07  Juni  1992, umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di  , Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat,Pasir,11 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan  tidak  bekerja,  tempat  tinggal  di  desa   ,Kabupaten  Pasir.

Selanjutnya disebut sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  pihak  Penggugat  dan  para  saksi  di

persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya tertanggal 24 April 2019

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Samarinda,  Nomor

883/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang

isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan pada hari  Sabtu tanggal  22 Juli  2017 M. bertepatan dengan

tanggal  27  Syawal  1438  H.,  yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,

sebagaimana  tercantum  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0727/117/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
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2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kebon Agung Kota

Samarinda selama 1 hari, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Tergugat

di Desa Krayan Jaya selama 10 bulan;

3. Bahwa  dari  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah

dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 04

Agustus  2018  dan  anak  tersebut  sekarang  berada  dalam  asuhan

Penggugat;

4. Bahwa  sejak  bulan  April  tahun  2018  mulai  tidak  rukun,  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan  Tergugat  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang

suami  dan  kepala  rumah  tangga  untuk  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat,  Tergugat  tidak  ada memiliki  pekerjaan  dan selalu  bermalas-

malasan, Tergugat juga tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga

yang sering membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

ialah orangtua Tergugat;

6. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  bersabar  dan  memberikan

nasehat kepada Tergugat,  namun Tergugat tetap tidak bisa berubah dan

tidak ada itikad baik menjaga keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, dan sejak

itu pula Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi

layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  hubungan  perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Samarinda  Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili  perkara  ini,  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  sebagai

berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

SUBSIDER

Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Samarinda  berpendapat  lain  mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah

memanggil Tergugat pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019 untuk

hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka

proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun  Majelis  Hakim  selama

persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar

rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap

ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan  Penggugat  yang  isi  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat

tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,   Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

Fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0727/117/VII/2017,  atas  nama

Penggugat  dan  Tergugat,  yang  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh  Pegawai
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Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda tanggal 24 Juli 2017.

Alat bukti surat tersebut telah  di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);  

II. Bukti Saksi

1. Saksi  I,  umur  58  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  ...,  pekerjaan

swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  sebagai  anak  kandung

kandung dan tergugat sebagai suami penggugat /mantu;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  membina  rumah  tangga  di  rumah  saksi  dan  terakhir  tinggal

bersama di orang tua tergugat di desa Krayan jaya Tanah Grogot;

 Bahwa  dari  pernikahan  tersebutPenggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai anak 1 orang; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2018 yang lalu

rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang malas dan

tidak  bekerja  sehingga  tidak  manpu  memberikan  nafkah  kepada

penggugat dan anak; 

 Bahwa saksi  mengetahui  karena  saksi  pernah  mendengar  dan

menyaksikan  sendiri  tentang  peristiwa  perselisihandan  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat tersebut; 

 Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;

 Bahwa saksi melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, lebih

dari satu kali ; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Agustus  2018; 
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 Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Penggugat; 

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

 Bahwa  selamapisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

 Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda,  telah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  sebagai  anak  kandung

kandung dan tergugat sebagai suami penggugat /mantu;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  membina  rumah  tangga  di  rumah  saksi  dan  terakhir  tinggal

bersama di orang tua tergugat di desa Krayan jaya Tanah Grogot;

 Bahwa  dari  pernikahan  tersebutPenggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai anak 1 orang; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2018 yang lalu

rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang malas dan

tidak  bekerja  sehingga  tidak  manpu  memberikan  nafkah  kepada

penggugat dan anak; 

 Bahwa saksi  mengetahui  karena  saksi  pernah  mendengar  dan

menyaksikan  sendiri  tentang  peristiwa  perselisihandan  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat tersebut; 

 Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;
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 Bahwa saksi melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, lebih

dari satu kali ; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Agustus  2018; 

 Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Penggugat; 

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

 Bahwa  selamapisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

Bahwa,  Penggugat  menyatakan  tidak  adakan  mengajukan  alat  bukti

lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam

surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,  ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Samarinda,  maka
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berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Samarinda  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang,   bahwa pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  Juru  Sita  Pengadilan  Agama

Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 18

Juni 2019, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut

telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat

tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum

dan gugatan  Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

tersebut  patut  dinyatakan  tidak  hadir  dan  pemeriksaan  gugatan  Penggugat

dapat  dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  154  R.Bg.  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  bahwa  dalam  perkara   perdata  inklusif didalamnya  mengenai

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  proses  Mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang

sah  menurut  hukum,  maka  dengan  demikian  haruslah  dinyatakan  bahwa

tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan

Pasal  149  R.Bg.,  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya

tergugat (verstek).

Menimbang,  bahwa penggugat  mengajukan gugatannya cerai  kepada

tergugat  dengan  alasan  bahwa  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat
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sejak bulan April 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  tergugat  yang  tidak  bekerja  dan  tidak

manpu  memberikan  nafkah kepada penggugat  dan  tergugat  malas  mencari

pekerjaan,akhirnya  sejak  bulan  Agustus  2018  antara  penggugat  dengan

tergugat  telah  terjadi  pisah  tempat  tiggal  dan  sejak  itu  tidak  pernah  lagi

melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatanya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode

(P)  dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu:  Saksi I dan

saksi II;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  berkode  (P)  tersebut  merupakan

fotocopy  akta  otentik  yang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  telah  di-

nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai  serta

Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang

Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,

maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan

pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  dari  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di  persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan  dekat  atau

adanya  hubungan  keluarga  antara  Penggugat  dan  saksi-saksi  merupakan

ketentuan  khusus  dalam  perkara  perceraian  atau  sengketa  mengenai

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

-   Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang   menikah pada

tanggal 22 Juli 2017 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

-  Bahwa  benar  terbukti  sejak  bulan  April  2018  kehidupan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  diwarnai  perselisihan  terus-menerus,

penyebabnya  tergugat  yang  tidak  punya  pekerjaan  sehingga  tidak  dapat

memberikan nafkah kepada penggugat dan anak;

-  Bahwa tergugat juga malas mencari pekerjaan;

-   Bahwa  penggugat  sudah  bersabar  dan  memberikan  nasehat  kepada

tergugat,namun tergugat tetap pada sikapnya;

-   Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat

terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana antara penggugat dengan tergugat

terjadi  pisah  tempat  tinggal  dan  sejak  itu  tidak  pernah  lagi  melakukan

hubungan layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;

-  Bahwa perselisihan mereka  sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga

keduanya  tidak  mungkin  dirukunkan  lagi.  saksi  sebagai  orang  dekat

Penggugat,tidak  mempunyai  keinginan  lagi  berusaha  merukunkan

Penggugat  dengan  Tergugat  dan  sudah  menyerahkan  pada  keputusan

Pengadilan;

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

pengadilan  berpendapat  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi

antara Penggugat dengan Tergugat telah  sedemikian rupa keadaannya dan

terus-menerus,  setidaknya  sejak  bulan  Agustus  2018  yang  lalu  sampai

sekarang  penggugat  dan  tergugat  pisah  ranjang  dan  tidak  pernah  lagi

melakukan hubungan layaknya pasangan suami  isteri  sampai  sekarang dan

tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

             Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka

alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti

kebenarannya  juga  dipandang  beralasan  hukum,  karena  telah  memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang Perkawinan jo. Pasal 116
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huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri

terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;.

Menimbang,  bahwa  selain  itu,  dilihat  dari  sudut  pandang  filosofi

perkawinan,  dimana  perkawinan  bertujuan  membentuk  keluarga  dan  rumah

tangga yang bahagia dan kekal  lahir  batin (sakinah, mawaddah, warahmah)

sebagaimana  tersebut  di  dalam  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  tidak  mungkin  lagi

terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sebagaimana  diuraikan  di  atas,  oleh  karena  itu  mempertahankan  ikatan

perkawinan  mereka  yang  demikian  itu  diyakini  hanya  akan  memperpanjang

penderitaan kedua belah pihak,  terutama bagi  Penggugat,  dengan demikian

demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian

dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi telah berupaya untuk

merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat  dengan  memberi  nasehat  kepada

Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah

tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;  

Menimbang, sehubungan dengan ke angganan Penggugat untuk rukun

kembali  dengan  Tergugat,  hal  ini  merupakan   sebuah  bentuk  kebencian

Penggugat terhadap Tergugat; 

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah

berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan

telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan

tersebut dikabulkan”;      

      Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  hal  ini  perlu

mempertimbangkan  dalil-dalil  berikut  yang  diambil  dan  dijadikan  sebagai

pendapat Majelis, yakni :

1.  Fuqaha  dalam  Kitab  Ghoyatul  Marom  Lisysyikhil  Majdy  Juz  II  hal  507

     yang   berbunyi : 
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                       طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : Dan ketika isteri  sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.  

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

معه ليطاق اليذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا

بائنة طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

perihal  yang  menyakitkan  itu  menyebabkan  tidak  adanya

pergaulan  yang  pantas  antara  keduanya,  dan  Hakim  tidak

berhasil  mendamaikan kedua belah pihak,  maka Hakim dapat

menceraikannya dengan talak ba’in.

dalil-dalil  fiqih  tersebut  oleh  majelis  hakim  diambil  alih  menjadi  dasar

pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  dimana  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

terbukti  beralasan  hukum,  maka  gugatan  Penggugat  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

2009  serta  berdasarkan azas  lex  spesialis  drogat  lex  generalis  maka biaya

perkara  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  jumlahnya  seperti  tercantum

dalam diktum amar putusan ini;      

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil

syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat),  terhadap
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Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

620.000,- ( enam ratus dua puluh ribu rupiah ). 

Demikian putusan ini  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis Hakim  Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 27 Juni 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H.

Ibrohim,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  H.M.Asy’ari,S.Ag.S.H.M.H.  dan  H.

Burhanuddin,  S.H.,  M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  putusan

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk  umum  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Hasnaini,  S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

     ttd     

H.M.Asy’ari,S.Ag.S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

               ttd

H.Burhanuddin,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:
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1. Pendaftaran : Rp   30.000,-

2. Proses : Rp   50.000,-

3. Panggilan : Rp  504.000,-

4. Redaksi : Rp   10.000,-

5. PNBP : Rp   20.000,-

1. Materai                 : Rp     6.000,-  

Jumlah         : Rp   620.000,-   

                                    Samarinda, 27 Juni 2019

                                    Disalin sesuai dengan aslinya

                                    Panitera,

                                    H.Muhammad Salman,S.Ag.M.H.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


